BUPATI MAMBERAMO TENGAH

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2025,
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD

untuk memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
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Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesié Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);
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5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516});

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 4802, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4802);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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10.

11.

12,

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau
Stabilitas Dalam Ranka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
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13.

14,

15.

16.

17,

18.

Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6805);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
peraturan gaji Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 No. 11,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3198)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
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19.

20.

21.

22,

23.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005,
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Catatan : memperhatikan tata urutan kronologi

pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 5 Tahun
2009 tentang BantuanKeuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repu‘blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan
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24.

25.

26.

27.

Atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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28.

29.

30.

31.

32

33.

34

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6909);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
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35.

36.

37.

38,

39.

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

9
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40.

415

42,

43.

Opcrasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan  Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 431);

10
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Catatan : memperhatikan tata urutan kronologi pembentukan
peraturan  perundang-undangan,  Keputusan  Gubernur
dibawah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mamberamo Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Mamberamo Tengah Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

11
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Menetapkan :

a.

(Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

Tahun 2025 Nomor 1;

53. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo

Tengah Tahun 2024 Nomor 2;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH

DAN
BUPATI MAMBERAMO TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
berjumlah Rp 930.797.511.847 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 861.462.888.230

2. Bertambah Rp 13.608.389.700
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 875.071.277.930

Belanja Daerah

1. Semula Rp 861.462.888.230

2. Bertambah Rp 69.334.623.617
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 930.797.511.847
Defisit setelah perubahan Rp (55.726.233.917)

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan
1) Semula Rp 0
2) Bertambah Rp 55.726.233.917

Juml

ah penerimaan setelah perubahan Rp 55.726.233.917

2. Pengeluaran

1) Semula Rp 0
2) Bertambah Rp 0
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 0

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan ~ Rp 55.726.233.917
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0

12
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(1)

(1)

(1)

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:

a.

Pendapatan Asli Dacrah

1) Semula Rp 1.390.017.942

2) Bertambah Rp 15.005.106.311

Jumlah pendapatan asli dacrah setelah perubahan  Rp 16.395.124.253
Pendapatan Transfer

1) Semula Rp 860.072.870.288

2) Berkurang (Rp__1.396.716.611)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 858.676.153.677,

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 0

2) Bertambah Rp 0

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp 0
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

a.

a.

Belanja Operasi

1) Semula Rp 642.643.080.300,81
2) Bertambah Rp 41.790.049.725,00
Jumlah belanja Operasi setelah perubahan Rp 684.433.130.025,81
Belanja Modal
1) Semula Rp 123.284.348.992,19
2) Berkurang (Rp__10.297.740.471,00)
Jumlah belanja Modal setelah perubahan  Rp 112.986.608.521,19
Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 12.000.000.000

2) Bertambah Rp 7.800.000.000

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 19.800.000.000
Belanja Transfer

1) Semula Rp 83.535.458.937
2) Bertambah Rp 30.042.314.363
Jumlah belanja Transfer setelah perubahan Rp 113.577.773.300
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:
Penerimaan
1) Semula Rp 0
2) Bertambah Rp 65.726.233.917
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 55.726.233.917
Pengeluaran
1) Semula Rp 0
2) Bertambah Rp 0

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 0
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Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dlmak.sud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menumit Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegjatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Sprm;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rpjmd Dengan APBD;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegjatan Pada Perubahan
RKPD Dan Perubahan Ppas Dengan Perubahan APBD;

i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
j- Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah
Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah
k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 7

Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mamberamo Tengah.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 15 Oktober 2025

AMBERAMO TENGAH

; ;@ "-'J- Y]

u‘\.{,aigz l‘ ===
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WM ER] TEKGRH

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

Lampiran | :

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Daerah
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 15 Oktober 2025

JUMLAH (Rp)

KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.390.017.942,00 16.395.124.253,00 15.005.106.311,00
4.1.01 Pajak Daerah 800.000.000,00 500.000.000,00 -300.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 390.017.942,00 390.017.942,00 0,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 200.000.000,00 15.436.106.311,00 15.236.106.311,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 860.072.870.288,00 858.676.153.677,00 -1.396.716.611,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 853.287.011.000,00 853.287.011.000,00 0,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 6.785.859.288,00 5.389.142.677,00 -1.396.716.611,00
Jumlah Pendapatan 861.462.888.230,00 875.071.277.930,00 13.608.389.700,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 642.643.080.300,81 684.433.130.025,81 41.790.049.725,00
5.1.01 Belanja Pegawai 256.112.250.982,85 255.921.720.857,85 -190.530.125,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.708.531.274,96 351.115.943.449,96 16.407.412.175,00
5.1.05 Belanja Hibah 27.667.436.110,00 28.079.436.110,00 412.000.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 24.154.861.933,00 49.316.029.608,00 25.161.167.675,00
5.2 BELANJA MODAL 123.284.348.992,19 112.986.608.521,19 -10.297.740.471,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 690.000.000,00 690.000.000,00 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.630.559.548,00 27.433.720.548,00 3.803.161.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63.031.407.817,19 51.315.703.814,19 -11.715.704.003,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.804.693.046,00 31.501.447.578,00 -3.303.245.468,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 927.688.581,00 1.327.688.581,00 400.000.000,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.000,00 718.048.000,00 518.048.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.000.000.000,00 19.800.000.000,00 7.800.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 12.000.000.000,00 19.800.000.000,00 7.800.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 83.535.458.937,00 113.577.773.300,00 30.042.314.363,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 83.535.458.937,00 113.577.773.300,00 30.042.314.363,00
Jumlah Belanja 861.462.888.230,00 930.797.511.847,00 69.334.623.617,00
Total Surplus/(Defisit) 0,00 -55.726.233.917,00 -55.726.233.917,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 55.726.233.917,00 55.726.233.917,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 55.726.233.917,00 55.726.233.917,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan Netto 0,00 55.726.233.917,00 55.726.233.917,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00
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